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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rangkaian kajian normatif dan temuan empiris 

yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan 

dua kesimpulan utama sebagai berikut. 

1. Dalam praktiknya, ASN wajib menjaga prinsip netralitas 

dalam penyelenggaraan Pilkada yang telah ditetapkan 

secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara. Kedua instrumen hukum tersebut menegaskan 

larangan keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis 

atau tindakan apa pun yang dapat memberikan keuntungan 

kepada pasangan calon tertentu. Namun, implementasi 

ketentuan ini pada Pilgub Bengkulu tahun 2024 

menunjukkan terjadinya kesenjangan yang signifikan antara 

norma dan praktik. Temuan Bawaslu Provinsi Bengkulu 

mengidentifikasi 69 ASN yang terlibat dalam aktivitas yang 

mengarah pada keberpihakan politik, terdiri atas 60 pejabat 

eselon III Pemerintah Provinsi Bengkulu, 6 pejabat 

struktural Pemerintah Provinsi Bengkulu, 1 lurah pada 

Pemerintah Kota Bengkulu, dan 2 ASN guru di Kabupaten 

Bengkulu Tengah. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara 
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juga merilis data tentang 22 ASN pejabat tinggi  yang 

dinyatakan melanggar asas netralitas. Seluruh tindakan 

tersebut secara langsung bertentangan dengan Pasal 71 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang 

pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI/POLRI, serta 

kepala desa atau lurah membuat keputusan atau tindakan 

yang menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi 

pasangan calon tertentu. Temuan tersebut menunjukkan 

bahwa meskipun kerangka regulasi sudah sangat 

komprehensif, efektivitas penerapannya masih lemah, 

sehingga pelanggaran netralitas tetap terjadi dalam skala 

besar dan bersifat sistemik. 

2. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pelanggaran netralitas 

ASN dipandang tidak hanya sebagai ketidakpatuhan 

terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk 

pengingkaran terhadap amanah dan sumpah jabatan yang 

telah diikrarkan ketika seseorang diangkat sebagai ASN. 

Ketidakpatuhan ini menandakan bahwa prinsip ketaatan 

kepada otoritas negara yang sah (ulil amri) dan kewajiban 

menjalankan tugas secara profesional tidak dijalankan 

sebagaimana mestinya. Ketidaknetralan ASN pada Pilkada 

Bengkulu tahun 2024  menunjukkan pelemahan nilai 

amanah dan pengabaian terhadap kemaslahatan publik (al-

maṣlaḥah al-„āmmah), yang dalam siyasah dusturiyah 

merupakan nilai fundamental dalam menjalankan 
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kekuasaan. ASN yang seharusnya berfungsi sebagai pelayan 

masyarakat justru terlibat dalam kepentingan politik 

elektoral sehingga kepercayaan publik terhadap birokrasi 

mengalami erosi. Dengan demikian, pelanggaran netralitas 

ASN tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan 

administratif atau pelanggaran disiplin, tetapi juga sebagai 

problem etis dan moral karena berkaitan dengan 

pertanggungjawaban hukum maupun pertanggungjawaban 

syar„i. Ketidaksesuaian perilaku ASN dengan amanah 

jabatan yang diberikan negara menunjukkan bahwa 

penyimpangan tersebut bertentangan dengan prinsip 

amanah dan perlindungan kepentingan publik yang 

menjadi inti ajaran siyasah dusturiyah. 

B. Saran 

Sebagai penutup dari analisis mengenai pelanggaran asas 

netralitas dalam Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2024, 

diperlukan rumusan rekomendasi yang bertujuan memperkuat 

integritas birokrasi serta memastikan pelaksanaan ketentuan 

perundang-undangan secara konsisten. Rekomendasi ini 

disusun untuk memperjelas aktor kelembagaan yang memiliki 

peran kunci dalam pencegahan, penegakan, dan pembinaan 

terhadap ASN, sehingga potensi pelanggaran serupa dapat 

diminimalkan pada penyelenggaraan pemilihan berikutnya. 

1. Rekomendasi ditujukan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian (PPK) sebagai pihak yang memiliki 
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kewenangan strategis dalam pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, serta pembinaan manajemen Aparatur Sipil 

Negara. Peran PPK diharapkan dijalankan melalui 

penegakan hukum disiplin yang konsisten dan proporsional 

terhadap setiap bentuk pelanggaran netralitas ASN, 

sehingga kewenangan tersebut tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen 

pembentukan integritas birokrasi. Penindakan yang tegas 

diperlukan agar tercipta efek jera dan mencegah replikasi 

pelanggaran pada kontestasi politik berikutnya. 

2. Rekomendasi ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu 

agar intensitas koordinasi dan kolaborasi dengan instansi 

pemerintahan semakin ditingkatkan, terutama dalam 

kegiatan sosialisasi, edukasi, serta penguatan pemahaman 

mengenai kewajiban menjaga netralitas. Upaya tersebut 

penting dilakukan untuk memastikan bahwa ASN tidak 

terlibat dalam tindakan keberpihakan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, terutama menjelang tahapan 

Pemilu dan Pilkada. Penguatan kapasitas pengawasan dan 

pencegahan diharapkan mampu menekan potensi 

pelanggaran serta memperbaiki budaya birokrasi menuju 

aparatur yang profesional dan bebas intervensi politik. 
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